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dan Kewenangan Desa

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin
tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenangan dari
para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang,
semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam
mewujudkan desa yang mandiri dan otonom.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting bagi para
penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya kebutuhan peraturan
tentang pemerintahan desa serta kewenangan desa yang akan dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk alasan itulah buku ini dihadirkan.
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Undang-undang n
kemudian dijabark
Peraturan Presiden s

un 2014 tentang Desa yang
edalam Peraturan Pemerintah,
an Menteri. Peraturan tersebut
asyarakat desa dalam mendorong
tkan kesejahteraannya.

menjadi angi
perjuangan
i tersebut, akan menjadi rujukan bagi
gara seperti pemerintah pusat, pemerintah
tah desa, pihak swasta maupun masyarakat
elola desa agar lebih baik sehingga menjamin
araan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efisien
untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.
ajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan
ang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran,
posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin
besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu
semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan



meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang
mandiri dan otonom.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting
bagi para penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya
kebutuhan peraturan tentang pemerintahan desa serta kewenangan

desa yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasny
Untuk alasan itulah buku ini dihadirkan.
Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi

ibadah bagi kita semua. Amin.

rmat kami

Dr. Dadang Suwanda, SE. M. .Ak., Ak. CA
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DAFTAR ISI v
A. PEMERINTAHAN D 1
1. Undang-Und
1
2.
107

Pemerintah Republik Indonesia

or”47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

entang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 207
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 247



S. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan
Daerah, Tertinggal Dan Transmigrasi Dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 140-8698, Tahun 2017,
Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116
Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017
Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebij
Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

B. KEWENANGAN DESA
1. Peraturan Menteri Desa, Pemb
Daerah Tertinggal, dan Trans
1T

273

Republik Indonesia Nom 15
Tentang Pedoman Ke Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kew« Lokal
Berskala Desa
2. Peraturan Menteri

273
egeri Republik
Indonesia un 2016 Tentang
Kewenan D 289

TENTAN 309
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SALINAN

%

o)

'2¢.>XQ,,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK ONE
NOMOR 6 TAHUN 20

MAHA ESA
DONESIA,

DENGAN RAHMAT,

sa memiliki hak asal usul dan
al dalam mengatur dan mengurus
an masyarakat setempat dan berperan
judkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
ahun 1945;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam
berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,
dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;



Koadlinkasl Peraturan Dess

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
c perlu membentuk Undang-Undang tentang
Desa;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B
ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat
(2) Undang Undang Dasar Negara Republi
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLI
dan

PRESIDEN REPUBLIK IN,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UND TANG DESA.

erintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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11.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah d
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan n
adalah musyawarah antara Badan Permusyawarat
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang dis
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk m
yang bersifat strategis.
Badan Usaha Milik Desa, yang sel but BUM
Desa, adalah badan usaha yang s u sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Des& mel ertaan secara
langsung yang berasal dari aan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa [pel dan usaha lainnya
masyarakat Desa.

tnya
ruh

untuk sebesar- bes

perundang- undangan
Desa setelah dibahas dan

esaan adalah kawasan yang mempunyai
a pertanian, termasuk pengelolaan sumber
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
iman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
anan sosial, dan kegiatan ekonomi.

euangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumbe
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

pendampingan yang sesuai dengan esensi masala
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintal

pemerintahan negara Republik Indone
dimaksud dalam Undang-Undang D,
Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintahan Daerah adalah Peme
Perwakilan Rakyat Daerah ydng me
pemerintahan menurut as mi dan tugas pembantuan

ah Daerah dan Dewan
arakan urusan

dengan prinsip otonomi nya dalam sistem dan
prinsip Negara Kes Indonesia sebagaimana
dimaksud dal g Dasar Negara Republik
Indonesia T

. Pemerintah ah Gubernur, Bupati, atau Walikota

Kodinkasl Peraturan Desa
E
=

embinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
arakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
egara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
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Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

— o e e

Pengaturan Desa bertuj

R

rekognisi;
subsidiaritas;
keberagaman;
kebersamaan;
kegotongroyongan;
kekeluargaan;
musyawarah,;
demokrasi;
kemandirian;
partisipasi;
kesetaraan;

pemberdayaan; dan

keberlanjutan.

memberikan pe enghormatan atas Desa yang
sudah ada den amannya sebelum dan sesudah
atuan Republik Indonesia;

status dan kepastian hukum atas
ketatanegaraan Republik Indonesia demi

ong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
a untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna

membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,;

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa 5
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Desa berkedudukan di wilayah

(2)

6

meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara
kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangun

BAB 11
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
Bagian Kesatu O

Kedudukan

Pasal 5

bupa

Bagi
D

6

dan Desa Adat.

BAB III
PENATAAN DESA

Pasal 7

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Daerah
Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa



(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan De
dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat i q:
f. pembentukan;

g. penghapusan;
h. penggabungan;
i. perubahan status; dan

j. penetapan Desa.

(1) Pembentukan Des
ayat (4) huruf

()

1)

2)

baru di luar

dimaksud dalam Pasal 7
tindakan mengadakan Desa

aturan Daerah Kabupaten/Kota dengan
prakarsa masyarakat Desa, asal usul,

memenuhi syarat:

atas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun
terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk, yaitu:

wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa
atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa
atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

3
;.
2S8Q URINIRISDd [SeXLpoy)
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3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu)
jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling
sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus)
kepala keluarga;

5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.5
(dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus)
kepala keluarga;

6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat
Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan

kepala keluarga;

7) wilayah Kalimantan Timu
Utara paling
atau 300 (tiga

8) wilayah Nusa Ten , Maluku, dan Maluku
(seribu) jiwa atau 200

Koadlinkasl Peraturan Dess

emiliki akses transportasi antarwilayah;
g dapat menciptakan kerukunan hidup
at sesuai dengan adat istiadat Desa;
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber
anusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
tas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta
Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/
Walikota;
sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan
pelayanan publik; dan
. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan
tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut
dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Desa persiapan.

(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dap,
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka w;
1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

(8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pa
dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam
program nasional yang strategis.

/atall kepentingan

Dua Desa atau lebih yang apat digabung menjadi
Desa yang bersangkutan
an yang ditentukan dalam

Desa baru berdasark
dengan memperhati
Undang-Undang ini.

ah status menjadi kelurahan berdasarkan
erintah Desa dan Badan Permusyawaratan
elalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan
pendapat masyarakat Desa.

h barang milikk Desa dan sumber pendapatan Desa
g berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan
pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2S8Q URINIRISDd [SeXLpoy)
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(1)

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status
kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat
dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana
prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa
bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Des

(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaiman ud
pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran P dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembe an Desa di kawasan

yang bersifat khusus dan strate ba; tingan nasional.

Pembentukan, penghapus
status Desa menja
Pasal 8, Pasal
menjadi Desa

10

P

ngan, dan/atau perubahan
sebagaimana dimaksud dalam
dan Pasal 11 atau kelurahan
aksud dalam Pasal 12 ditetapkan

Pa R
ba, i
Dal .

n Peraturan Daerah tentang pembentukan,
apusan, penggabungan, dan/atau perubahan status
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah
mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.
Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/
atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau
kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa



(1)

()

)

(1)

daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah meneri

Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuse
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di
ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko
penyempurnaan dan penetapan menjadi
paling lama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal Gubernur menolak me
terhadap Rancangan Peraturan Daerah s a dimaksud
pada ayat (1), Rancangan Pe tersebut tidak
dapat disahkan dan tidak dapatddiajukan kembali dalam
waktu S5 (lima) tahun an oleh Gubernur.

Dalam hal Gubernur rikan persetujuan atau
tidak memberikan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah yang di Pasal 15 dalam jangka waktu
sebagaimana_di a ayat (1), Bupati/Walikota dapat

persetujuan

Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur,
Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu

atakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa 11
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QU

B

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangu
kemasyarakatan Desa, dan pemberday, arakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, h
istiadat Desa.

Kewenangan Desa melip

S
sa

setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode
Desa dari Menteri.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Pasal 18

asal gasul, dan adat

kewenangan berdasar sal usul;

kewenangan Desa;

kewenangan askan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
dan

kewen: yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

si, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

naan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

wenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

12
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Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢ dan huruf d diurus oleh
Desa.

Pasal 22

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemeri
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan ke
Desa, dan pemberdayaan masyarakat

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ay: disertai
biaya.

Pemerintahan

Pasal 24

enyelenggaraan pemerintahan;
kepentingan umum;
eterbukaan;

proporsionalitas;
. profesionalitas;
g. akuntabilitas;

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa 13
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h. efektivitas dan efisiensi;
i.  kearifan lokal,

j-  keberagaman; dan

k. partisipatif.

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam E
Kepala Desa atau yang disebut dengan namzg
dibantu oleh perangkat Desa atau yang di
lain.

Bagian Kedua
e

(1) Kepala Desa berta elenggarakan Pemerintahan Desa,

Desa, pembinaan kemasyarakatan

masyarakat Desa.

. menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

. mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

-

mengembangkan sumber pendapatan Desa;
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h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa;

i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
Desa;

memanfaatkan teknologi tepat guna;

—.

k. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisip

. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadil

menunjuk kuasa hukum untuk mewakiliny
dengan ketentuan peraturan perundang-und

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai
ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organi
Desa;

b. mengajukan rancang kan Peraturan Desa;

c. menerima penghasi bulan, tunjangan, dan
penerimaan lai sah, serta mendapat jaminan

kesehatan;
an hukum atas kebijakan yang

andat pelaksanaan tugas dan kewajiban

egang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika;

. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa 15
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g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan se

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan

gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien,
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotism

pemangku kepentingan di Desa;

elaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban
a dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
nyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap
akhir tahun anggaran; dan
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d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap
akhir tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dike
sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau te,
tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimans
pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukas
pemberhentian sementara dan dapat di
pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan
b. membuat keputusan

anggota keluarga, pi

tungkan diri sendiri,
/atau golongan tertentu;
g, tugas, hak, dan/atau

olusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,
an/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi
san atau tindakan yang akan dilakukannya;

jadi pengurus partai politik;

enjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
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jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan,;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

.  meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerj
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak

dipertanggungjawabkan.
dimana
if berupa teguran

na dimaksud
kan tindakan

t

Pasal 30

Kepala Desa yang melanggar larangan sebag
dalam Pasal 29 dikenai sanksi adminis
lisan dan/atau teguran tertulis.

—
[u—
~

(2) Dalam hal sanksi administratif
pada ayat (1) tidak dilaksanaka
pemberhentian sementara
pemberhentian.

Koadlinkasl Peraturan Dess

ala’ Desa dilaksanakan secara serentak di
ah Kabupaten/Kota.

Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan
aan pemilihan Kepala Desa secara serentak
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan
erah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala
Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 32

(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada
Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa
jabatannya berakhir.

(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilih
Kepala Desa.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksu
ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaiman
pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat I
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat

Pasal 33

Undang-Undang
1945, serta m dan memelihara keutuhan

aftar;

dicalonkan menjadi Kepala Desa;

ftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa
empat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana

2S8Q URINIRISDd [SeXLpoy)
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penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j.  tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Dberbadan sehat;

.  tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) i
masa jabatan; dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daer

Pasal 34

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh pe

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat 1
rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaks itahap pencalonan,
pemungutan suara, dan

(4) Dalam melaksanakan p pala Desa sebagaimana
dimaksud pada aya , di panitia pemilihan Kepala

Koadlinkasl Peraturan Dess

Desa.
(5) Panitia pemilj ana dimaksud pada ayat (4)
bertugas m enjaringan dan penyaringan bakal
calon be aratan yang ditentukan, melaksanakan
< menetapkan calon Kepala Desa terpilih,
claporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
an Kepala Desa dibebankan pada Anggaran
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

6)

Pasal 35

duk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
menikah ditetapkan sebagai pemilih.
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Pasal 36

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyaraka
Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial bud

masyarakat Desa.
(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampany
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa d

peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan (terpilih/ adalah calon

yang memperoleh suara terb.

(2) Panitia pemilihan Kepala
Desa terpilih.
(3) Panitia pemilihan Kep
Kepala Desa terpili

etapkan calon Kepala

ampaikan nama calon
an Permusyawaratan Desa
elah penetapan calon Kepala

a dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

alam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,
Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

5
5
_;:,
¥
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Pasal 38

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota
atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih
bersumpah /berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) s

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji b
akan memenuhi kewajiban saya selak
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dé

bahwa saya akan menegakkan kehidup
Undang- Undang Dasar Negara Re i
1945 serta melaksanaka ala pe
undangan dengan seluru yang berlaku bagi Desa,
daerah, dan Negara blik Indonesia”.

uran perundang-

Koadlinkasl Peraturan Dess

jabatan selama 6 (enam) tahun
pelantikan.

aimana dimaksud pada ayat (1) dapat
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara
atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40

(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
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(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala De
atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dim
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pem

Peraturan Pemerintah.

Pasal

Kepala Desa diberhentikan
setelah dinyatakan sebag

leh Bupati/Walikota
ang diancam dengan
pidana penjara palin ima) tahun berdasarkan

register perkara di

a Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
am Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota
setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

.
8
g
3
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Pasal 44

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui
proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetap
putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, B i

Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Des
dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan seme
dimaksud pada ayat (1) telah berakhi
Bupati/Walikota harus merehabilit
Desa yang bersangkutan.

Pa

Dalam hal Kepala Desa diberhe sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasa n sal 42, sekretaris Desa
epala Desa sampai dengan
g telah mempunyai kekuatan

Koadlinkasl Peraturan Dess

melaksanakan tugas
adanya putusan
hukum tetap.

Pasal 46

masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1
n, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil
emerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat
ala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
enjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26.

Pasal 47

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu)
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(1)

tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil
dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat
Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai
dengan ditetapkannya Kepala Desa.
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipi
melalui Musyawarah Desa yang memenuhi pers
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bul
Desa diberhentikan.
Kepala Desa yang dipilih melaluif Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)|melaksanakan tugas
Kepala Desa sampai habis sisadmasa Kepala Desa
yang diberhentikan.
Ketentuan lebih lanjut menge
dimaksud pada ayat (3

ah Desa sebagaimana
Peraturan Pemerintah.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
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(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan
Camat atas nama Bupati/Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dal
diangkat dari warga Desa yang memenuhi j
a. berpendidikan paling rendah sekolah
atau yang sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun s
puluh dua) tahun;
c. terdaftar sebagai penduduks Desa
Desa paling kurang 1
dan

d. i uk alam Peraturan Daerah

empat tinggal di
tahun sebelum pendaftaran;

Koadlinkasl Peraturan Dess

nai perangkat Desa sebagaimana

ikan kepentingan umum;

mbuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,
anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat

Desa;
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melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Raky;
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Repub
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
undangan,;

ikut serta dan/atau terlibat dalam

melanggar sumpah/janji jabatan; dan
meninggalkan tugas selama
berturut-turut tanpa alas
dipertanggungjawabkan.
a

a jelas dan tidak dapat

Perangkat De an elanggar larangan sebagaimana
dimaksud dala S 1 dikenai sanksi administratif
an/atau teguran tertulis.

si administratif sebagaimana dimaksud
idak dilaksanakan, dilakukan tindakan
sementara dan dapat dilanjutkan dengan

Pasal 53

erangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:
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a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
atau
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud p

ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsul
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat |

Peraturan Pemerintah.

permusyawaratan yang
Desa, Pemerintah Desa,

Bagian Keenam
Musyawarah De:

Musyawarah Desa me

dan unsur mas ntuk memusyawarahkan hal
penyelenggaraan Pemerintahan

ncana investasi yang masuk ke Desa;
pembentukan BUM Desa;

f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
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Bagian Ketujuh
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permusyawaratan D
dari penduduk Desa berdasarkan kete i ilayah yang
pengisiannya dilakukan secara i

(2) Masa keanggotaan Badan P yawaratan Desa selama 6
(enam) tahun terhitung sej
janji.

(3) Anggota Badan Pe

pada ayat (1) d

banyak 3 (tiga)

esa sebagaimana dimaksud
tuk masa keanggotaan paling
berturut-turut atau tidak secara

Pasal 57

ggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

pada Tuhan Yang Maha Esa;

g teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

45, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal

Ika;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/

pernah menikah;

d. Dberpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

2S8Q URINIRISDd [SeXLpoy)
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e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan
Desa; dan

g.  wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dite
dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) or
paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan me
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemamp
Desa.

(2) Peresmian anggota Badan Permusyawarat
dimaksud pada ayat (1) ditetap
Bupati/Walikota.

Koadlinkasl Peraturan Dess

, demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara

blik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala
aturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Pasal 59

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1
(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1
(satu) orang sekretaris.
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(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan
Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan
Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan
dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60
Badan Permusyawaratan Desa menyusun peratur:
Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengawasi dan meminta keter: ten yelenggaraan

intah Desa;
Pemerintahan Desa,
binaan kemasyarakatan
akat Desa; dan

c. mendapatkan nal pelaksanaan tugas dan
fungsinya dari endapatan dan Belanja Desa.

Pemerintahan Desa kepada
b. menyatakan pendapat atas penyel
pelaksanaan Pembangu
Desa, dan pember

aikan usul dan/atau pendapat;
ih dan dipilih; dan
endapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
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a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gende
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menind
aspirasi masyarakat Desa;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kep gan

pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
@ syarakat

erja dengan

e. menghormati nilai sosial budaya dan adat is

Desa; dan

f.  menjaga norma dan etika dalam bung

lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusy dilarang:

Koadlinkasl Peraturan Dess

a. merugikan kepenting meresahkan sekelompok
endiskriminasikan warga atau

erangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan,;

g. sebagai pelaksana proyek Desa;
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e. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
sebagai berikut:
a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipim
oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;

b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa di
sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3
dari jumlah anggota Badan Permusyaw

c. pengambilan keputusan dilakukan den
guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak
keputusan dilakukan deng

cara

dimaksud dalam huruf
i oleh paling sedikit
) dari jumlah anggota
yang hadir; dan

e. pemungutan suara seba
d dinyatakan sah apab
Y2 (satu perdua) di
Badan Permusy;
f. hasil musyaw n Permusyawaratan Desa
ditetapkan d utusan Badan Permusyawaratan
Desa d isi* notulen musyawarah yang dibuat
Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan anjut mengenai Badan Permusyawaratan
D alam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan
tetap setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana

perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada e
(1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh j
kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lain
sah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (
sebagaimana dimaksud pada ayat
lainnya yang sah sebagaimana dimaksu
diatur dalam Peraturan Pemerin

pada ayat (4)

Koadlinkasl Peraturan Dess

(1) Desa S
a. mengurus kepentingan masyarakat
berd hak asal usul, adat istiadat, dan nilai

daya masyarakat Desa;

e pkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

endapatkan sumber pendapatan.

sa berkewajiban:

a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta
kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan
nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
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(1)

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat Desa.

Pasal 68

Masyarakat Desa berhak:

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah D
serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemeri

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pe

b. memperoleh pelayanan yang sama

menyampaikan aspirasi, saran,
atau tertulis secara bertanggung j
penyelenggaraan Pemerintahan

n pe
b te

g kegiatan
pelaksanaan
kemasyarakatan Desa,

Pembangunan Desa, pe
dan pemberdayaan ma sa;

d. memilih, dipilih, d t itetapkan menjadi:
1. Kepala Des
. e
. ap B usyawaratan Desa; atau

kemasyarakatan Desa.

esa berkewajiban:

bangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
ndorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan
emerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang baik;

mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan
tenteram di Desa;
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(1)

(2

(3)

)

()

36

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di
Desa; dan

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII
PERATURAN DESA

Pasal 69

Jenis peraturan di Desa terdiri atas
peraturan bersama Kepala Desa, da
Desa.

Peraturan sebagaimana dimaksud
bertentangan dengan kepentingan

dan Belanja
Pemerintah ndapatkan evaluasi dari Bupati/
pkan menjadi Peraturan Desa.

ana dimaksud pada ayat (4) diserahkan
ikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
diterimanya rancangan peraturan tersebut

al Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi
Jaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib
mperbaikinya.

Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
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(99 Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap
Rancangan Peraturan Desa.

(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris
Desa.

(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimal
pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peratura
Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 70

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan
ditetapkan oleh Kepala Desa dari
yang melakukan kerja sam

aturan yang
a atau lebih

(2) Peraturan bersama Kepal bagaimana dimaksud
pada ayat (1) merup
masing-masing dalam antar-Desa.

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 71

gan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

g dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

ang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan
pengelolaan Keuangan Desa.
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Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (2) bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil

aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-

lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaral

bagian dari hasil pajak daerah dan retribus
Kabupaten/Kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran
Daerah Provinsi dan Anggaran dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan i gikat dari pihak
ketiga; dan

Kodinkasl Peraturan Desa
3
5
g
E
:
£
1

(2) Alokasi anggaran seba aksud pada ayat (1) huruf
Pusat dengan mengefektifkan

nbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

ndapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa

melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa

yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah
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dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar
alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

aran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian
1) Angg Pend dan Belanja D diri bagi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diaj
oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersamsa @
Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaims
pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan An,
dan Belanja Desa setiap tahun deng

Pasal 74

1) Belanja Desa diprioritaskan memenuhi kebutuhan
3
pembangunan yang disep i Musyawarah Desa

dan sesuai dengan prigrita i Daerah Kabupaten/

Kota, Pemerintah Da dan Pemerintah.
(2) Kebutuhan pemb gaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi, teta terbatas pada kebutuhan primer,

pelayanan gan, dan kegiatan pemberdayaan
masyara

a adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
Desa.

melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
t (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya
epada perangkat Desa.

) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua
Aset Desa

Pasal 76

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat,
pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangun
Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian,
milik Desa, mata air milik Desa, pemandian um
aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimak
(1) antara lain:

a. kekayaan Desa yang dibeli atau
Anggaran Pendapatan dan Bel
Pendapatan dan Belanja D rta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

b. kekayaan Desa yang di dari dan sumbangan

atau yang sejenis;
c. kekayaan Desa y ebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontr:
peraturan
d. hasil ke esa; dan

ng berasal dari perolehan lainnya

Koadlinkasl Peraturan Dess

n sesuai dengan ketentuan
dangan;

ik Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan

(3)

ya kepada Desa.

aan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan
nama Pemerintah Desa.

ekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali
yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

40 Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa




Pasal 77

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan
asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum,
keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian
nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untu
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyar
Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana di
pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa ber:
Permusyawaratan Desa berdasarkan tata ce
kekayaan milik Desa yang diatur dalam Per

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA D.

(1) i R juan meningkatkan kesejahteraan

angunan sarana dan prasarana Desa,
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

gunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan.

embangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial.
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Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 79

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan

Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pa
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana su

di

pada ayat (1) disusun secara berjangka melip

a. Rencana Pembangunan Jangka Meneng S tuk
jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan De disebut

Rencana Kerja Pemerintah Desa, P njabaran
dari Rencana Pembangunan enengah Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) t
(3) Rencana Pembangunan J enengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa a dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan deng: esa.
(4) Peraturan Desa tent na Pembangunan Jangka
cana Kerja Pemerintah Desa

Koadlinkasl Peraturan Dess

merupakan a dokumen perencanaan di Desa.

RencanagP an Jangka Menengah Desa dan

sanaannya kepada Desa.

rencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan
dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa.
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(2

)

-

Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan
Desa.
Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanj
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Angg
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pemban
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
yang meliputi:
a. peningkatan kualitas dan akses [terhad
dasar;

b. pembangunan dan pemeliharaan struktur dan
lingkungan berdasarkan an teknis dan sumber
daya lokal yang tersedi

c. pengembangan eko i berskala produktif;

faatan teknologi tepat guna
; dan

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81

mbangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana
Kerja Pemerintah Desa.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan
lokal dan sumber daya alam Desa
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)

(5)

(1)
(2

()

)

(2
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Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri
oleh Desa.

Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan
dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan De

Pasal 82
@ e ai

terhadap

Masyarakat Desa berhak mendapatkan inf
rencana dan pelaksanaan Pembangun

Masyarakat Desa berhak melaku
pelaksanaan Pembangunan Desa.

an dan berbagai
nan Desa kepada

Masyarakat Desa melaporkan hasil p
Pemb
Pemerintah Desa dan Badan usyawaratan Desa.

keluhan terhadap pelaks

Pemerintah Desa waji
pelaksanaan Rencan
Rencana Kerja

asikan perencanaan dan
an Jangka Menengah Desa

asyarakat Desa melalui layanan
um dan melaporkannya dalam

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di
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Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan

partisipatif.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka
penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata
ruang Kabupaten/Kota;

b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahter:
masyarakat perdesaan;

c. pembangunan infrastruktur, peningkatan
perdesaan, dan pengembangan teknologi
dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa un
akses terhadap pelayanan dan ke

(4) Rancangan pembangunan Kawasan| Perdesaan dibahas
bersama oleh Pemerintah, Pemerint

Pemerintah Daerah Kabupat

(5) Rencana pembangunan K desaan sebagaimana
dimaksud pada ayat oleh Bupati/Walikota
sesuai dengan Rencana nan Jangka Menengah

ah Provinsi,
a, dan Pemerintah Desa.

aan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan
Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk
ada hasil Musyawarah Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan
pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

:
£
5
:
:
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(1)

(2)

(3)

Koadlinkasl Peraturan Dess

(1)

(5
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Pasal 85

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat
daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerin
Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mend
potensi sumber daya alam dan sumber daya
mengikutsertakan Pemerintah Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan yan
wajib diserahkan pelaksanaannya

kerja sama antar-Desa.

Bagi iga
Sistem Informasi mb nan Desa dan
Pembangu erdesaan

86

Desa berh an akses informasi melalui sistem
i embangkan oleh Pemerintah Daerah

gan, serta sumber daya manusia.

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan
Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan
Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh
masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
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(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

BAB X
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik De
disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat keke
kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usah
dan/atau pelayanan umum sesuai deng ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Pendirian BUM Desa
(2) Pendirian BUM Desa_seb
ditetapkan deng

ui Musyawarah Desa.
dimaksud pada ayat (1)

sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

emerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan
BUM Desa dengan:
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a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber
daya alam di Desa.

BAB XI
KERJA SAMA DESA
Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa |l an/

atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama antar-Desa

Pasal

(1) Kerja sama antar-Desa lip
a. pengembangan us er yang dimiliki oleh Desa
untuk mencapai i mi yang berdaya saing;

, pelayanan, pembangunan, dan

usyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
2) membahas hal yang berkaitan dengan:

a. pembentukan lembaga antar-Desa;

b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja
sama antar-Desa;

c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program
pembangunan antar-Desa;
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(2

(1)

d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa,
antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan,;

e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat
Desa tersebut berada; dan

f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui
kerja sama antar-Desa.

Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, bad

kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/le

sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibe

Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa &z

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak| Ketiga

Pasal
Kerja sama Desa dengan [pih iga dilakukan untuk
mempercepat dan meni enyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksana Pemba an Desa, pembinaan
kemasyarakatan berdayaan masyarakat Desa.
Kerja sama d ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat i ahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XII

KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 94

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang
ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
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(2

(3)

)

(1)

()

50

(3)
b

Q

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa
sebagai mitra Pemerintah Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakuk
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencan
dan melaksanakan pembangunan, serta menin
pelayanan masyarakat Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang be
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provi
Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga
wajib memberdayakan dan mend
kemasyarakatan yang sudah ada

Bagian
Lembag;

al 9

Pemerintah De
lembaga ad

arakat Desa dapat membentuk

agaimana dimaksud pada ayat (1)
yang menyelenggarakan fungsi adat
njadi bagian dari susunan asli Desa yang

at Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra
memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan
at istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat
istiadat masyarakat Desa.
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BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

Bagian Kesatu
Penataan Desa Adat

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerinta
Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan
hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

96 memenuhi syarat:
t beserta hak tradisionalnya
ang bersifat teritorial,

a. kesatuan masyarakath
secara nyata masih hid

b. kesatuan masyar beserta hak tradisionalnya
perkembangan masyarakat;

arus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi
atu atau gabungan unsur adanya:

masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama
dalam kelompok;

. pranata pemerintahan adat;
harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
d. perangkat norma hukum adat.
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(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang
sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang- undang
yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai
yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, bai
undang-undang yang bersifat umum maupun ber
sektoral; dan

b. substansi hak tradisional tersebut diakui de
oleh warga kesatuan masyarakat yang bersa
masyarakat yang lebih luas serta tida
dengan hak asasi manusia.

(4) Suatu kesatuan masyarakat huk
tradisionalnya sebagaimana dimaks
sesuai dengan prinsip Negara Kesal
apabila kesatuan masyar:

padagayat (1) huruf c
blik Indonesia
t tersebut tidak
satuan Republik Indonesia
kesatuan hukum yang:

mengganggu keberadaan
sebagai sebuah kesa

Koadlinkasl Peraturan Dess

b. substansi m adatnya sesuai dan tidak
berten ketentuan peraturan perundang-
un

Pasal 98

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/

entukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana
prasarana pendukung.
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Pasal 99

Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa
dan kesepakatan antar-Desa Adat.

Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota memfasilitasi pelaksanaan
penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

Pasal 100

dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat
menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah me

Musyawarah Desa dan disetujui ole
Kabupaten/Kota.

Dalam hal Desa diubah menjadi
beralih status menjadi ke esa Adat, dalam hal
kelurahan berubah menjadi kekayaan kelurahan
beralih status menjadi Kek
Adat berubah menjadi
status menjadi kel
berubah menjdd

yaan Desa Adat beralih
, dan dalam hal Desa Adat
, kekayaan Desa Adat beralih
status menj Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota.

Pasal 101

em Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
aerahg Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa

ataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai lampiran peta batas wilayah.
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Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat
(2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua
Kewenangan Desa Adat
Pasal 103
a

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal u
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. pengaturan dan pelaksanaan pem
susunan asli;

asarkan

b. pengaturan dan pengurusan ulayat \atau /wilayah adat;

pelestarian nilai sosial bu Desa ;

o

penyelesaian sengketa at dasarkan hukum adat
yang berlaku di De a wilayah yang selaras
dengan prinsip hak S ia dengan mengutamakan
awarah;

Koadlinkasl Peraturan Dess

penyelesaian se

rdamaian peradilan Desa Adat
peraturan perundang- undangan;

raman dan ketertiban masyarakat Desa

Pasal 104

aksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
ewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur
dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip
keberagaman.
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Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢ dan huruf d diurus oleh
Desa Adat.
Pasal 106

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan E
Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Ad
kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberd
Desa Adat.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ay;

dengan biaya.
Ba, etiga
Pemerinta Adat
07
Pengaturan da araan Pemerintahan Desa Adat

le hak asal usul dan hukum adat

(1) disertai

elenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam
ara’ Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

rintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan
an Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa
Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat
Desa Adat.

2S8Q URINIRISDd [SeXLpoy)
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Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan
Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam
peraturan daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Peraturan Desa Adat
Pasal 110
d an
1o tidak

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan h

norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat @

bertentangan dengan ketentuan peratura dangan.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus tentang Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 sampai /den asal 110 hanya berlaku
untuk Desa Adat.

(2) Ketentuan tentang
sepanjang tid
Desa Adat.

Koadlinkasl Peraturan Dess

juga untuk Desa Adat
am ketentuan khusus tentang

BAB XIV
INAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

rintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

bupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan

dan pengawasan kepada perangkat daerah.

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa
dengan:
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a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk
kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat
Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/at
yang sudah ada di masyarakat Desa.

(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana di
pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendamping
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 113
Pembinaan dan pengawasan yang dilaku Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam P;

a. memberikan pedomandan s
Pemerintahan Desa;

2 ayat (1) meliputi:
aan penyelenggaraan
b. memberikan pedo

kungan pendanaan dari

Pemerintah, Pem Provinsi, dan Pemerintah

ikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi

nggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan

a, dan lembaga kemasyarakatan;

emberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;

h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

i.  melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada
aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa;

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa 57

2S8Q URINIRISDd [SeXLpoy)



j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa di Desa tertentu;

k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;

.  memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka
penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa;
dan

m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi M
Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

(1) meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap
rangka penyusunan Peratur
mengatur Desa;

b. melakukan pembinaan n/Kota dalam rangka
pemberian alokasi

c. melakukan pembi tan kapasitas Kepala Desa

Permusyawaratan Desa, dan

Koadlinkasl Peraturan Dess

bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak
mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/
elakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan
oleh Desa;

melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;

i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam

rangka penataan wilayah Desa;
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j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan
masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa
Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar- Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerin
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
112 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugas
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Des
b. memberikan pedoman penyusunan Per:
Peraturan Kepala Desa;

it

c. memberikan pedoman penyusunan pere
partisipatif;

d. melakukan fasilitasi penyelen
melakukan evaluasi dan p¢

aan/pembangunan

Pemerintahan Desa;

Peraturan Desa;

g. ~mengawasi pen an Desa dan pendayagunaan
Aset Desa;

usyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan,
adat;
penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
nggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan
a, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
elakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui
bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan
teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga
kerja sama antar-Desa; dan

Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan Desa 59

2S8Q URINIRISDd [SeXLpoy)



Koadlinkasl Peraturan Dess

(1)

(2

(3)

)

Penyelenggare

memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh
Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116
i aku

Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang
tetap diakui sebagai Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mene
Daerah tentang penetapan Desa dan

undangan.

Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimiana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 1 (sa tah sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
Paling lama 2 (dua) tahu
Pemerintah Daerah
Desa melakukan in

han Desa yang sudah ada wajib

menyesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

@)

60

Pasal 118

atan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap
sampai habis masa jabatannya.

odisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan
ndang-Undang ini.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada
saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa
keanggotaannya.

Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
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(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil
